
MENTERI DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG 
TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAEF.AH LAIN 

DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 
7 ayat (5), Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Ke1ja Sama 
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain 
dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

tentang 
Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebaga.imana 
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang
Undang tfomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 



Menetapkan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2018 tentang 
Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 19);" 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI TENTANG TATA 
CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN 
DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain selanjutnya 

disebut KSDD adalah usaha bersama yang dilakukan 
oleh Daerah dengan Daerah lain dalam rangka 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan Daerah untuk kesejahteraan masyarakat 
dan percepatan pemenuhan pelayrman publik. 

2. Kerja Sama Daerah dengan Ketiga yang 
selanjutnya disebut KSDPK adalah usaha bersama yang 
dilakukan oleh Daerah dengan Pihak dalam 
rangka penyelenggaraan urv.san pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah, untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat da.n percepatan pemenuhan 
pelayanan publik. 

3. Kerja Sama Wajib adalah Kerja Sama Daerah dengan 
Daerah lain yang dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih 



Daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah 
dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika 
dikelola bersama. 

4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya 
dilakukan oleh Kem en terian Negara dan Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, 
rnemberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 

5. Pemetaan adalah penyusunan data potensi rnengenai hal
hal yang berkaitan dengan perencanaan kegiatan. 

6. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang 
memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang 
menjadi kewenangan Daerah Otonom Provinsi. 

7. Bupati/Wali Kota adalah kepala daerah kabupaten/kota 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah ()tonom 
Kabupaten/Kota, 

8. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota. 
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 
daerah yang berkedudukan se bagai unsur Penyelenggara 
Pemerintahan Daerah. 

10. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Kepala 
Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan 
Pernerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

11. Sekretariat Kerja Sama adalah lembaga di luar Perangkat 
Daerah yang dibentuk untuk: mela.ksanakc=m Kerja SaL<'la 
\Va.jib yang dilaksanakan oleh Daerah dengan Daerah 
lain. 

12. Kesepakatan Bersama ach1Jah dokumen ke:ria sarna 
antara Daerah dengan Daern.h lain dan/ atau Daerah 
dengan Pihak Ketiga, yang berisi kesepakatan yang isinya 
bersifat umum. 
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13. Perjanjian Kerja Sama yang sela.njutnya disingkat PKS 
adalah dokumen kerja sama antara Daerah dengan 
Daerah lain dan/ atau Daerah dengan Pihak Ketiga, yang 
memuat hak dan kewajiban. 

14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia 
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara 
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mem1mpm 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

16, Tim Koordinasi Kerja Sama Dae:rah yang selanjutnya 
dis:ingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Kepala 
Daerah untuk membantu Kepala Daerah dalam 
menyiapkan kerJa sama Daerah. 

1 7. Pihak Ketiga adalah Perseorangan, badan usaha yang 
berbadan hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang--undangan dan organisasi kemasyarakatan, 
baik yang berbadan hukum n1aupun tidak berbadan 
hukum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan. 

18. Sinergi Perencanaan clan Pelaksanaan PembangL.n1an 
yang selanjutnya disebut Sinergi adalah pembagian peran 
dan tanggungjawab antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Dae rah untuk memastikan bahwa 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai 
dengan ketentuan peraturan peru.ndang---u.ndangan. 

19. Dokumen Kesepakatan Sinergi yang selanjutnya, disebut 
Nota Kesepakatan adalah Dokumen yang berisi substansi 
pokok berupa tu.gas dan tanggu:r...gjawab Pemerintab 
Pusm: dan Per:'lerintah Daerah yang bersifrrt mengikat. 

20. Menter;. adalah Menteri yang meqyelenggarakan urusan 
pernerintahan d8.lam negeri. 
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PasaI 2 
Ruang Lingkup Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 
a. KSDD; 
b, KSDPK; 
c. Naskah Kerja Sama; 
d. Kelembagaan Ke1ja Sama Daerah; dan 
e. Dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, 

BAB II 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 3 

(1) KSDD terdiri atas: 
a. Ker:ja Sama Wajib; dan 
b. Kerja Sama Sukarela. 

(2} Kerja Sama Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a meliputi: 
a. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah 

kabupaten/kota lain yang berbatasan dalam satu 
vvilayah Provinsi; 

b. kerja sama daerah kabupaten/kota dengan daerah 
kabupaten/kGta lain yang berbatasan Provinsi yang 
berbeda; 

c. kerja sama daerah provinsi dengan daerah provinsi 
lain yang berbatasan; dan 

d. kerja sama daerah kabupaten/kota yang berbatasan 
dengan daerah provinsi dalam satu wilayah Provinsi. 

(3) Kerja Sama Sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1) huruf b berupa kerja sama yang uoc,.�u-��� .. ,L,ci���-· oleh 2 

(dua) atau lebih Daerah yang berbatasan atau tidak 
berbatasan untuk penyelenggaraan Uru.san 
Pemerint:ahan yang menjadi ke\venangan daerah namun 
dipandang le bih cf ektif dan efisien 



dengan bekerja sama. 
Bagian Kedua 

Objek Kerjasama 

Pasal 4 
(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Objek KSDD terdiri 

atas; 
a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan 

Pelayanan Dasar, meliputi: 
1. pendidikan; 
2. kesehatan; 
;-3_ pekerjaan umum dan penataan ruang; 
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan 

masyarakat; dan 
6. sosiaL 

b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan 
dengan Pelayanan Dasar, rneliputi: 
1. tenaga kerja; 
2. pemberdayaan peren1.puan dan pelindungan anak; 
3. pangan; 
4. pertanahan; 
5. lingkungan hidup; 
6. administrasi kependudukan clan pencatatan sipil; 
7. pernberdayaan masyarakat dan Desa; 
8. pengendalian pcnduduk dan keluarga berencana; 
9. perh-u.bungan; 
10. komunikasi dan inforrnatika; 
11. koperasi, usaha kecil, dan rn.enengah; 
12. penanaman modal; 
13. kepemudaan dan olah raga; 
14. statistik; 
15. persandian; 
16. kebudayaan; 

17. perpustakaan: d:111 

18. kearsi.pan. 
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c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi: 
1. kelautan dan perikanan; 
2. pariwisata; 
3. pertanian; 
4. kehutanan; 
5. energi dan sumber daya mineral; 
6. perdagangan; 
7 .  perindustrian; dan 
8. transmigrasi. 

(2) Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan 
percepatan pemenuhan pelayanan publik. 

Bagian Ketiga 
Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Pasal 5 
( 1) Daerah yang menyelenggarakan Kerja Sama Wajib 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a 
melakukan Identifikasi dan Pemetaan Urusan 
Pemerintahan yang akan dikerjasamakan berdasarkan 
potensi dan karakteristik Daerah. 

(2) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang 
akan dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 )  dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi kerja sama bersama dengan Perangkat 
Daerah yang membidangi perencanaan. 

(3) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang 
akan ciikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dibuat dalam daftar rencana Program dan Kegiatan 
untuk setiap Urusan Pernerintahan yang akan 
dikerjasamakan per tahun,  sesuai dengan: 
a. jangka waktu kerja sama; dan 
b. skala prioritas yang ditentukan berdasarkan 

perencanaan KSDD. 
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(4) Daftar rencana Program dan Kegiatan untuk setiap 
Urusan Pemerintahan yang akan dikerjasamakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibahas oleh 
Pemerintah Daerah yang berbatasan, dalam: 
a. forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah 

provinsi atau rapat koordinasi teknis di provinsi yang 
dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang 
membidangi perencanaan bersama dengan Perangkat 
Daerah yang membidangi kerja sama di provinsi, 
untuk KSDD yang dilakukan oleh antardaerah 
kabupaten/ kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau 

b. forum musyawarah perencanaan pembangunan 
nasional atau koordinasi teknis di tingkat nasional 
yang difasilitasi oleh Kementerian untuk KSDD yang 
dilakukan oleh antardaerah provinsi, antara daerah 
provinsi dan daerah kabupaten/ kota dalam 
wilayahnya, antara daerah prov1ns1 dan daerah 
kabupaten/ kota. dari provinsi yang berbeda, dan 
antardaerah kabupaten/ kota dari daerah provinsi yang 
berbeda. 

(5) Dalam hal rencana KSDD sebagairnana dimaksud pada 
ayat (4) huruf b belum dibahas dalam forum musyawarah 
perencanaan pembangunan nasional atau koordinasi 
teknis di tingkat nasional yang difasilitasi oleh 
kementeria.n , pembahasan mengenai rencana kerja sama 
dapat dibahas dalam forum musyawarah perencanaan 
pembangunan Daerah Provinsi yang memprakarsai 
KSDD. 

(6) Identifikasi dan Pemetaan Urusan Pemerintahan yang 
. . 

telah disepakati untuk dikerjasarnakan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam Berita Acara 
dan ditandatangani oleh Kepala Daerah. 
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Bagian Keempat 
Tahapan Kerja Sama 

Pasal 6 
Penyelenggaraan KSDD dilakukan n1elalui tahapan: 
a .  persiapan; 
b. penawaran; 
c. penyusunan Kesepakatan Bersama; 
d. penandatanganan Kesepakatan Bersama; 
e. persetujuan DPRD; 
f. penyusunan PKS; 
g. penandatanganan PKS; 
h. pelaksanaan; 
1 .  penatausahaan; dan 

J .  pelaporan . 

Pasal 7 

(1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a 
dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD 
dengan menyiapkan kerangka acuan kerja berkaitan 
dengan bidang KSDD. 

(2) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
( 1 ) ,  paling sedikit memuat: 
a .  latar belakang; 
b .  maksud dan tujuan; 
c. lokasi KSDD; 
d. ru.ang lingkup; 
e .  jangka waktu; 
f, manfaat; 

g .  analisis dampak sosial dan lingkungan sesuai bidang 
yang dikerjasamakan; dan 

h .  pernbiayaan. 
(3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDD menyampaikan 

kerangka acuan kerja sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(2), kepe_da TKKSD. 
TKKSD rneiakukan pengkajian atau telaahan terhadap 
usulan rencana KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2), dengan pertimbangan: 
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a. kesesuaian rencana KSDD dengan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana 
strategis sektor terkait; 

b. kesesuaian lokasi Program/Kegiatan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah; 

c. keterkaitan antarsektor dan antarwilayah; 
d.  kelayakan biaya dan manfaatnya; dan 
e .  dampak terhaclap pembangunan Daerah. 

(5) Hasil kajian atau telaahan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah 
Pemrakarsa KSDD. 

Pasal 8 
(1) Penmvaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

b dilakukan oleh TKKSD dengan menyiapkan surat 
penawaran rencana KSDD yang diprakarsai oleh Daerah. 
Surat penawaran rencana KSDD sebagaimana dimaksud 
pad.a ayat ( 1 )  ditandatangani al.eh Kepala Daerah dan 
disampaikan kepada Kepala Daerah calon mitra KSDD, 
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. 

(3) Kepala Daerah calon mitra KSDD yang menerima surat 
penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
memberikan tanggapan atas penawaran dalarn waktu 
paling lama 30 (tiga puluh) hari. terhitung sejak surat 
penawaran diterima. 

(4) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak surat 
penm:varan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tid.ak 
ada tanggapan terhadap penawaran kerja sama yang 
disarn.paikan, Kepala Daerah per:nrakarsa sarna 
rnenyampaikan permintaan tanggapan ked:1a kepada 
Kepala Daerah caion mitra KSDD . 

(5) Apabila dalam jangka waktu 1 5  (Hrna belas) had sejak 
permintaan tanggapan kedua sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4} Kepala D2.erah caion mitra tetap tidak 
mernberi.kan tanggapan maka: 
a. Gubernur pemrakarsa kerja sama melaporka:n kepada 

Menteri ; dan 



b .  Bupati/\Vali Kota pemrakarsa keija sama melaporkan 

kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat; 

(6) Laporan se bagaimana dimaksud pada ayat (5)  

ditindaklanjuti oleh Menteri dan Gubernur untuk 

memerintahkan Kepala Daerah calon mitra memberikan 

tanggapan penawaran kerja sama; dan 

(7) Laporan sebagaimana dirnaksud pada ayat (6) sebagai 

bahan pembinaan untuk terselenggaranya Kerja  Sama 

V✓aj ib . 

( 1 )  Penyusunan 

Pasal 9 

Kesepakatan Bersama se bagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD dalam hal 

penawaran KSDD diterima. 

(2) Rancangan Kesepakatan Bersarna KSDD sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  disampaikan kepada TKKSD ,  

untuk selanjutnya dibahas bersama-- sama dengan 

melibatkan pihak terkait. 

�Ia.ngka waktu Kesepakatan Bersanm KSDD paling lama 5 

(lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan 

para pihak.  

Pasal 1 0  

( 1 )  Rancangan Kesepakatan Bersama KSDD yang telah 

disepakati bersama oleh para. pihak, selanj utnya 

dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersarna 

sebagaima.na dimaksud dalam Pasal 6 huruf d .  

(2 ) Penandatanganan sebagaimana dhrntksud pada ayat P l 

dilakukan oleh Kepala Daerah pernrakarsa dan Kepala 

Daerah mitra KSDD . 

(3)  LJurnlah penandata::1ganan clokumen asli seb3gaimana 

jumlah para pihak yang me:!.akukan Kesepakatan 

Bersarna ditambah 1 (sr-1.tu) ekseni.plar fotokopi dokumen 

naskah KSDD un ttik Biro a tau Bagi an yang membidangi 

kcrja  sarna sdaku Sekre tanat TKKSD ,  
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Pa.sal 11 
(1) Dalam hal rencana KSDD: 

a .  membebani masyara¼:at dan daerah; dan/atau 
b. pendanaan KSDD belum dianggarkan dalam anggaran 

pendapatan belanja daerah tahun anggaran berjalan, 
Penyelenggaraan KSDD memerlu:kan Persetujuan DPRD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e. 

(2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi kerja 
sama. 

Pasal 12 
( 1 )  Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 1  dilakukan melalui tahapan: 
a .  Kepala Daerah menyampaikan surat permohonan 

persetujuan DPRD kepada pimpinan DPRD disertai 
dengan Kesepakatan Bersama yang telah 
ditandatangani dan rancangan PKS; 

b. Pimpinan DPRD menjawab surat permohonan Kepala 
Daerah paling lama 15 (lima belas) hari sejak surat 
diterima untuk mengkaji rancangan PKS oleh Komisi 
DPRD yang membidangi kerja sama daerah; 

c .  Pimpinan DPRD menyampaikan surat kepada Kepala 
Daerah disertai dengan hasil kajian rancangan PKS; 

d. Kepala Daerah menindaklanjuti surat pimpinan DPRD 
atas hasil kajian rancangan PKS paling lama 1 5  (lima 
belas) hari dan menyampaikan kembali kepada 
pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan; 

e .  Pimpinan DPRD memberikan persetujuan paling lama 
1 5  (lima belas) hari sejak diterima surat dari Kepala 
Daerah; dan 

f. Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam 
huruf e ,  Komisi DPRD yang membidangi Kerja Sama 
Daerah belum memberikan persetujuan , pennohonan 
ters.ebut dianggap telah men-1.peroleh Persetu.juan 
DPRD . 



(2) Dalam hal tidak terdapat komisi DPRD yang membidangi 
kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b, pimpinan DPRD menetapkan alat kelengkapan 
untuk melakukan pengkajian rancangan PKS 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b. 

(3) PersetuJaan DPRD terhadap rancangan PKS 
ditandatangani oleh pirnpinan DPRD. 

(4) Da.lam h al setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) 
hari DPRD belum. menetapkan sikap terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat: (3) , 
permohonan dianggap telah memperoleh persetujuan 
DPRD. 

Pasal 13 
(1) Penyusunan PKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

huruf f dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemrakarsa 
Kerja Sarna dalam bentuk rancangan PKS KSDD. 

(2) Dalam penyusunan rancangan PKS KSDD sebagaimana 
dimaksud pada 
pakar / tenaga ahli. 

dapat diminta bantuan 

(3) Rancangan PKS KSDD sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) disampaikan kepada TKKSD, untuk se]anjutnya 
dibahas bersama-sama dengan !-r1elibatkan pihak terkait . 

(4) Dalarn hal rancangan PKS KSDD telah disepakati Dleh 
para pihak, selanjutnya clilakuka.n penandatanganan 
naskah PKS . 

Pasal 1 4  
(1) Penandatanganan PKS seb.:=�.gaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 huruf g dilakukan oleh K.epala Daerah yang 
benindak untuk dan atas nama dacrah . 

(2) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) 
dapat memberikan kuasa kepada kepala Perangkat 
,-) ,te··-- ,_:, 1

1 1 1 r1 .t1.1l' m· enano' .-. ·�ar1gar1 i PU C' .L C .,J.. -t"A .• l :.._...i,., " •'� • • h�. L .... · '· J!.. .b..',,..J . 

(3) Fenerbitan :c:: urat kua.sa oleh Perangkat Daer:::Lh 
sebagaimana din12ksud pada ayat (2L di ternbuskan 
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kepada Perangkat Daerah yang membidangi Kerja Sama 
Daerah. 

(4) Jumlah penandatanganan dokumen asli sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap sesuai dengan 
jumlah para pihak yang melakukan PKS ditambah 1 
(satu) eksemplar fotokopi dokumen naskah KSDD untuk 
Sekretariat TKKSD . 

Pasal 15 
(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf 

h, dilakukan oleh Para Pihak sesuai substansi yang 
terdapat dalam PKS KSDD. 

(2) Para Pihak sesuai substansi yang terdapat dalam PKS 
KSDD sebagairnana dimaksud pada ayat (1) bertanggung 
jawat1 atas pelaksanaan kerja sama. 

(3) Jika dalam pelaksanaan KSDD terdapat alasan yang kuat 
dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan, Kepala Daerah dapat melakukan 
perubahan atas materi PKS KSDD. 

(4) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dapat ben1pa mengurangi 
dan/atau menambah/ addendum rnateri perjanjian. 

(5) Perubahan atas materi PKS KSDD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) disiapkan oleh Perangkat Daerah 
Pemrakarsa Kerja Sama dan berkoordinasi dengan 
TKKSD .  

(6) Dalam hal materi perubahan mengakibatkan 
penambahan pembebanan kepada masyarakat, harus 
dimintakan persetujuan DPRD. 

Pasal 16 
(1) Penatausahaan sebagaimana dimHksud dalam Pasal 6 

huruf 1 dHakukan oleh TKKSD melalui Fasilitasi 
penyusunan , pembahasan penandatanganan 
dokumen KSDD. 

(2) TKKSD menyirnpan l (satu) eksemplar doku:rnen ash 
naskah KSDD .  



Pasal 17 
(1) Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDD kabupaten/ kota 

menyampaikan kepada Bupati/Wali Kota mengenm 
Pelaporan pelaksanaan KSDD sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 6 huruf j setiap semester. 

(2) Perangkat Daerah Pem:rakarsa KSDD provinsi 
menyampaikan kepada Gubernur menge:nai Pelaporan 
pelaksanaan KSDD sebagairnana dirnaksud daJam Pasal 
6 huruf j setiap semester. 

(3) Bupati/Wali Kota dan Gubernur menyampaikan secara 
berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( l )  dan ayat (2). 

(4) Pelapo:ran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai 
bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan 
Gubernur. 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2), paling sedikit memuat: 
a. judul KSDD; 
b. bentuk naskah KSDD; 
c ,  para pihak; 
d. maksud dan tujuan; 

objek; 
f. jangka waktu; 
g. permasalahan; 
h. upaya penyelesaian permasalahan; dan 
1 .  hal lainnya yang disepakati. 

Bag1an Kelima 
Penyelesaian Perselisihan 

Pasal 18 
( l )  ,Jika te1�jadi perselisJ1.an dalarn penyelen.ggaraan KSDD .  

Pemerintah Daerah mengupayakan penyelesaian 
perselisihan secara musyavmrah dan mufakat 

(2) Dalam :mengupay:1kan penyelesaian perseiisihan secara 
n1usyawara h clan mufakat sebag2dmana dirn.aksud pada 
ayat (1) , Perangkat Daerah yang melakukan KSDD 
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rnenyiapkan kelengkapan dokumen kerja sama yang 
berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama. 

(3 )  Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil 
musyawarah dan mufakat yang ditandatangani oleh 
daerah yang melakukan KSDD. 

(4) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaks-u.d 
pada ayat (.3) dilaporkan kepada Kepala Daerah yang 
melakukan KSDD. 

Pasal 19 
( 1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyelesaian 

perselisihan KSDD yang dilakukan oleh kabupaten/kota 
dalam l (satu) prov1:ns1 , TKKSD kabupaten/kota 
menyampaikan permohonan penyelesaian perselisihan 
kepada TKKSD p:rovinsi. 

(2) TKKSD provinsi sebagaimana · ctimaksud pada ayat ( l ) 
rnelakukan penyelesaian perselisihan yang dituangkan 
dal.am berita acara yang ditandatangani oleh 
kabupaten/kota yang melakukan KSDD. 

Pasal 20 
( 1) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan dalam penyeles2jan 

perselisihan KSDD yang dilakukaE oleh TKKSD Provinsi, 
Gube:rnur se tJagm Wakil Pemerintah Pusat 
menyarp.paikan permohonan penyelesaian perselisihan 
kepada Menteri. 

(2) Menteri melakukan pen_vel.esaian perselisihan KSDD 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  berkoordinasi 
dengan Kementerian/Lembaga Teknis yang terkait. 

(.3) Hasil penyelesaian pernelisihan sebagaimana dimaksud 
pacla ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang 

bersifat final dan mengikat daerah yang berseiisiho 

Pasal 21 

( 1 ) Da.Jam hal tic: a� lerjadi kesepakatan dalam pcnyeiesa1an 
perselisiaan KSDD yang dilakukan oleh: 
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a.  kerja sa:i;na antardaerah provinsi; . 
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/ kota dalalil wilayahnya; 
c . .  kerja sama antara daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan 
d.  kerja sama antardaerah kabupaten/kota dari daerah 

provinsi yang berbeda, 
daerah yang berselisih menyampaikan permohonan 
penyelesaian perselisihan KSDD kepada Menteri. 

(2) Menteri melakukan penyelesaian perselisihan KSDD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi 
dengan Kementerian/Lembaga t�knis yang terkait . 

(3) Hasil penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang 
bersifat final dan mengikat daerah yang berselisih 

Bagian Keenam 
Pengambilalihan Unrnan Pemerintahan yang Dikerjasamakan 

Pasal 22 
(1) Dalarn hal Kerja Sama Wajib an tardaerah 

kabupaten/kota di dalam 1 (satu) wilayah provinsi tidak 
dilaksanakan oleh kabupaten/kota, Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, 
pengawasan dan evaluasi terhadap Daerah 
kabupaten/ kota yang bersa.ngkutan. 

(2) Dalam hal pembinaan
> 

pengawasan dan evaluasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  telah dilakukan, 
daerah kabupaten/ kota tetap tidak melaksanakan Kerja 
Sama Wajib, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 
menyrunpaikan permohonan persetujuan Menteri/Pimpinan 
Lembaga Pemerintahan Nonkementerian terkait untuk 
melakLJkan · pengambilalihan pelaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang dikerjasamakan. 

(3) Gubernur sebagai VJaki; Pemerintah Pu.sat melimpahkan 
pelaksanaan Urusan Pernerintahan yang dikerjasamakan 
kepada Perangkat Daerah Provinsi sesuai dengan bidang 
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tugasnya setelah mendapatkm1 perset1.,tjuan J 
• oan 

Menteri/ Pimpinan Lembaga Pemerintahan Nonkementerian 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

Pasal 23 
(1) Dalam hal Kerja Sama Wajib yang dilakukan oleh: 

a .  kerja sama antardaerah provinsi; 
b. kerja sama antara daerah provinsi dan daerah 

kabupaten/kota dalam wilayahnya; 
c. kerja sama antara daerah provms1 dan daerah 

kabupaten/ kota dari provinsi yang berbeda; dan 
d. kexja sama antardaerah kabupaten/ kota dari daerah 

provinsi yang berbeda, 
Menteri melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi 
terhadap Daerah dimaksud. 

(2) Menteri dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan 
evaluasi se bagaimana dimaksud pada ayat 
berkoordinasi dengan Kementerian / Lembaga 

( 1 )  

Non 

Kementerian terkait. 
(3) Dalarn hal setelah dHakukE1..J1 pembinaan, penga\vasan 

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , 
Daerah tidak me:i.aksanakan Kerja Sama Wajib, Menteri 
ber koordinasi dengan Kernen terian / Lem bag a Teknis 
tcrkait untuk pengarnbilalihan peiaksanaan Urusan 
Pemerintahan yang dikerjasamalGJ_n. 

Bagian Ketujuh 
Bantuan Pendanaan Kerja Sama Antardaerah 

Pasal 24 
(1) Kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian dapat 

n1.en1berikan bantuan dana kepada daerah untuk 
melaksanakan Kerja. Sama Wajib melalu1 Anggaran 

pendapatan d.an Belanja Negara sesuai dengan 
kemampuan keuangan Negara . 

(2) Pernerintah Daerah dapat rnernberikan bantuan 
pendanaan k:epada De..erah Iairmya. untuk rnelaksanakan 
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Kerja Sama Wajib mdalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Perangkat Daerah sesuai dengan 
Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan. 

(3) Mekanisme pemberian bantuan dana kepada daerah 
untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB III 
KERJA SAM.A DENGAN PIHAK KETIGA 

Bagian Kesatu 
Studi Kelayakan 

Pasa1 25 
( 1 ) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerah 

melakukan: 
a .  pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan 

karakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan 
b. penyusunan studi kelayakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(2) Pemetaan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  huruf a yang akan dikerjasamakan dibuat 
dalam daftar rencana kerja sama setiap tahun dan 
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah . 

Pasal 26 
( 1 ) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari Pihak Ketiga, 

KSDPK harus memenuhi kriteria: 

a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk pada 
sektor yang be:rsangkutan; 

b .  layak secara ekonorrii dan finansial ; dan 
c .  Pihak Ke t:iga yang mertgajukan prakarsa memi}iki 

kemampuan keuangan 
pelciksanaan kerja sama. 

untuk membiayai 

(2) Pihak Ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun 
stud.i kclayakan kerja sama yang diusulkan . 
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Pasa1 27 
Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(1) huruf b dan Pasal 26 ayat (2} paling sedikit memuat: 
a. latar belakang; 
b. dasar hukum; 
c. maksud dan tujuari ; 
d. objek kerja sama; 
e. kegiatan yang akan dilaksanakan; 
f. j angka waktu; 
g. analisis manfaat dan biaya; dan 
h. kesimpulan dan rekomendasi. 

Bagian Kedua 
Tahapan Kerja Sama 

Pasal 28 
Penyelenggaraan KSDPK dilakukan melalui tahapan: 
a .  persiapan; 
b. penawaran; 
c. penyusunan Kesepaka.tan Bersama; 
d. penandatanganan Kesepakatan Bersarna; 
e .  persetujuan DPRD; 
f. penyusunan Kontrak atau PKS; 
g. penandatanganan Kontrak atau PKS ; 
h. pelaksanaan; 
i .  penatausahaan; dan 

J .  pe1aporan. 

Pasal 29 
(1) Persiapari sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 28 huruf 

a dilakukan oleh Perangkat Daerah Pemra.karsa KSDPK 
dengan menyi.apkan kerangka acuan kerja berdasarls:an 
h.asil Pemetaan Urusan Pemerintahan yang akan 
dikerjasamakan sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 25  
ayat (2 ) . 

(2) Kerangka acuan ke:rja sebagaimana di:::naksud pada ayat 
( 1 ) ,  paling sedikit memuat:_ 
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a .  latar . belakang; 
b .  maksud dan tujuan; 
c. lokasi KSDPK; 
d .  ruang lingkup; 
e .  jangka waktu; 
f manfaat; 

g . analisis dampak sosial dan lingk:ungan atau sesuai 
bidang yang dikerjasamakan; dan 

h. pembiayaan. 
(3) Perangkat Daerah pemrakarsa KSDPK menyampaikan 

kerangka acuan kerja sebagaimana diinaksud pada ayat 
( 1) kepada TKKSD. 

(4) TKKSD melakukan pengkajian terhadap kerangka acuan 
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) , dengan 
pertimbangan: 
a. k:esesuaian rencana KSDPK dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana 
strategis sektor terkait; 

b .  kesesuaian lokasi Prograrn/Kegiatan dengan Rencana 
Tata Ruang Wilayah; 

c .  keterkaitan antarsektor dan antarn,ilayah; 
d .  kelayakan biaya dan manfaatnya; dan 
e .  dari1pak terhadap pembangunan Daerah. 

(5) Hasil kajian sebagaim.ana d.imaksud pada ayat (4) 
disampaik:::,n kembali kepada Perangkat Daerah 
Pemrakarsa KSDPK.  

Pas.al 30 
(1) Penawaran se bagairnana dimaksud d.alam Pasa] 28 huruf 

b dilakukan oleh TKKSD dengan menyan1paikan stuat 
penawa:ran rencana KSDPK untuk ditar..datangani Kepala 
Daerah 

(2 ) ;:}urat per;.awaran n::ncana 
d .  . . 1tanctatangan1 Kepal.a Daerah 

XSDPi( 
di.sarn.paikan 

telah 
kepada 

Pihak Ketiga calon mitra KSDPK dilengkapi dengaE 
ker2.ngka acuan kerJa .  
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(3) DaJam hal terdapat beberapa calon mitra yang memenuhi 
syarat, TKKSD dapat melakukan pemilihan calon m.itra 
dengan mempertimbangkan: 
a. bonafiditas; 
b. pengalaman di bidang yang akan dikerjasamakan; dan 
c. komitmen untuk melaksanakan program/kegiatan 

KSDPK. 

Pasal 3 1  
(1) Penawaran KSDPK yang diajukan oleh Pihak Ketiga dikaji 

oleh TKKSD dengan Perangkat Daerah/ pihak terkait . 
(2) Pengkajian atas penawaran KSDPK sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan 
paling sedikit: 
a. kesesuaian rencana KSDPK dengan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengab Daerah d.an rencana 
strategis sektor terkait; 

b .  kesesuaian Iokasi program/ kegiatan dengan Rencana 
Tata Rnang Wilayah; 

c. keterk:aitan antar sektor dan antar wilayah; 
d .  kelayakan biaya dan manfaatnya; 
e .  dampak terhadap pembangunan Daerah; 
f. bonafiditas calon mitra KSDPK; 
g. pengalaman calon mitra KSDPK di bidang yang akan 

dikerjasamakan; dan 
h. komitmen calon mitra KSDPK 1.:mtuk melaksanakan 

program/kegiatan KSDPK. 

( 1) Penyusunan 
Pasal 32 

Kesepakatan Bersama se bagainiana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilakukan oleh TKKSD 
ya:ng d.ibaha s der..gan Pihak Ketiga .. 

(2) Dalarn hal rancangan KesepakataE Bersama KSDPK telah 
di.sepakati o1eh Para Pihak, selanjutnya dilakukan 
penand.atanganan naskah Kesepakatan Bersaxna. 

(3) ,Jangka waktu Kesepakatan Besa.ma seba.gaiman2 ... 
dimaksud pada aya.t (2) paling lama 5 (lima) tahun dan 
dapat diperpa.nJ sng sesuai kesepakatan para pi:i:1ak. 



Pasal �33 
Penandatanganan naskah Kescpakatan Bersama sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 28 huruf d dilakukan oleh Kepala 
Daerah dengan Pimpinan Pihak Ketiga. 

Pasal 34 
(1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf e diberikan dalam haJ. rencana KSDPK yang 
membebani masyarakat dan daerah dan/ atau pendanaan 
KSDPK belum dianggarkan dalar:n APBD tahun anggaran 
berjalan. 

(2) Perangkat Daerah yang memb1dangi kerja sama 
menyiapkan Surat permohonan Persetujuan DPRD 
sebagairnana dirnaksucl pada ayat (1) . 

(3) Surat permohonan Persetujuan DPRD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan: 
a. Kesepakatan Bersama yang telah ditandatangani; 
b .  rancangan PKS; dan 
c. p:rofil perusahaan mitra kerja sarn.i,L 

(4) Komisi DPRD yang membidangi Kerja San1a Daerah 
rnenyampaikan rencana KSDPK sd.:agaimana dimaksud 
pad'::1. ayat ( 1 ) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh 
persetujuan dalan1 sidang paripurna. 

DPRD. 
(6) Dalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) 

hari DPRD belum menetapkan 
perrnohonan sebagaimana dimal;..,:sud 

sikap terhadap 
oada I ayat (-3) ' 

permoho:nan dianggap telah rnernperoleh persetujuan 
DPRD. 

Pasal ::ts 
( 1 )  Penyusunan kontrak atau PKS set>agaima�-ia dimaksud 

dalam Pasa1 28 buruf  f dil.akukan oleh Ferangl-cat Daen:rn 
Pemrakarsa Kerja. Sama. 
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(2) Penyust:man kontrak atau PKS KSDPK sebagairnana 
dimaksud pad.a ayat (1) dapat melibatkan pakar/tenaga 
ahli. 

(3) Kontrak atau PKS KSDPK sebagaimana dirnaksud pada 
ayat ( 1 ) , disarnpaikan kepada TKKSD untuk: dibahas 
dengan Pihak Ketiga. 

(4) Kontrak atau PKS KSDPK yang tela.h disepakati 
ditandatangani oleh para pihak. 

Pasal 36 
(1) Penandatanganan kontrak atau PKS sebagairnana 

dimaksud rJalarn Pasal 28 huruf g dilakukan oleh Kepala 
Daerah dan pimpinan Pihak Ketiga. 

(2) Kcpala Daerah dapat mendelegasikan penandatanganan 
kon.trak atau PKS sebagai.mana dirnaksud. pada ayat (1) 
kepada kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa atau 
Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa dari 
Kepala Daerah. 

Pasal 37 
(1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam. Pasa1 28 

huruf h dilak"i..lkan oleh para pihak sesuai komitmen yang 
diatur dalam kontrak atau PKS KSDPK. 

{2) Para pihak dapat melakukan perubahan atas materi 
kcntrak acc1u PKS KSDPK berdasarkan kesepakatan para 
piha.k 

(3) Perubahan atas materi kontrak atau PKS KSDPK 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa 
mengurangi dan/atau menarnbah/ addendum materi 
kontrak atau PKS. 

(4) Materi pcrubahan. sebagaimana dirnaksud pada a.yat (3) 
disi.apkan ole1 ... Perangkat Daerah Pemrakarsa Kerja Sama 
dan berkoordinasi dengan TKKSD. 

(5) Dalarn hal materi pen:bahan menyebabkan atau 
rnengakibatkan pcnambahan pembebanan 
rnasyaraket dan. daerah, perubahan ha.rus mendapatkan 

persetujuan DPRD . 
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Pasal 38  

( 1 ) Penatausahaan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 28 

huruf 1 dilakukan oleh TKKSD melalui fasilitasi 

penyusunan, pembahasan da.n penandatanganan 

dokumen KSDPK. 

(2) TKKSD menyimpan l (satu) eksemplar dokumen asli 

naskah KSDPK. 

Pasal 39 

( 1 )  Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK kabupaten/ kota 

menyampaikan kepada Bupati/Wali Kata mengenai 

Pelaporan pelaksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 28 huruf j setiap semester,  

(2)  Perangkat Daerah Pemrakarsa KSDPK provms1 

n1.enyampaikan kepada Gubernur mengenai Pelaporan 

pel8.ksanaan KSDPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

28 huruf j setiap semester. 

(3) Bupati /Wali Kota dan Gube:rnur menyampaikan secara 

berjenjang atas pelaporan Perangkat Daerah pemrakarsa 

seba.gairnana dimaksud pada ayat ( 1 )  clan ayat (2) . 

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai 

bahan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri dan 

Gubern11r . 

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan ayat 

(2L paling sedikit rnemuat : 

a. judul KSDPK; 

b. bentuk naskah KSDPK: 

c .  para pihak; 

d. rnaksud dan tujuan; 

e .  objek; 

L j s-.ngka. wakt1_; · 

g .  permasalahan; 

h .  upaya. penyclesaian per.masalahan: dan 

1 .  hal lainnya yang disepakat1 . 
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BAB IV 
NASKAH KERJA SAMA 

Pasal 40 
( 1 )  Isi Naskah Kesepakatan Bersama dalam pelaksanaan 

KSDD dan KSDPK terdiri atas: 
a .  korn.parisi; 
b .  para pihak dalam Kesepakatan Bersama; 
c .  konsideran; 
d .  isi Kesepakatan Bersama, paling sedikit memuat: 

1. maksud dan tujuan; 
2. objek Kesepakatan Bersama; 

3. ruang lingkup; 
4. pelaksanaan; 
5. jangka waktu; 
6 .  surat-menyurat; dan 
7. lain -lain. 

e .  penutup, 
(2 ) Forrr1at Naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini .  

Pasal 41 
( 1 ) Isi Naskah PKS dalam pelaksanaan KSDD dan KSDPK 

terdiri atas : 
a .  komparisi; 
b. para pihak; 
c .  konsidera.n : 
d .  isi PKS, paling sedikit memuat: 

1 .  maksud dan tujuan; 
2 .  objek; 
3. ruang lingkup; 
4 .  pelaksanaan; 
5. hak dan kev.rajiban para pihak; 
6. pembiayaan; 
7 .  jangka waktu; 
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8. penyelesaiaan perselisihan; 
9. keadaan kahar; dan 
1 0. pengakhiran kerja sama. 

e. penutup. 

(2) Format Naskah PKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupak:an 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 42 
(1) lsi Nota Kesepakatan dalam pelaksanaan Sinergi terdiri 

atas: 
a. kornparisi; 
b .  para pihak dalam Nota Kesepakatan Sinergi; 
c, premis/ recital; 

d. konsideran; 
e. Nata Kesepakatan, paling kurang memuat: 

1 . latar beiakang; 
2. rnaksud dan tujuan; 
3 .  lokasi Sir1ergi _; 
4 .  objek Sinergi ; 
5. ruang lingkup; 
6 ,  tugas dan tanggungjawab; 
7 .  pelaksanaan; 
8.  jangka waktu; 
9. pembiayaan; dan 
10. lain-lain. 

f. penutup. 
(2) Format Naskah Nota Kesepakatan se bagaimana 

dimaks1..1d pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran y2.ng merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peratu::"a.n Menteri ini 

Pasal 43 

( 1 ) Naskah Kesepakarnn Bers a:rn a KSDD dita�1.darnngani c- leh 
Kepal.a Daerah dan menc2.ntumkan Larnbang Garuda 
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(2) Naskah PKS KSDD ditandatangani oleh Pejabat yang 
diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk 
r:nenandatangani dan rnencantumkan lambang daerah 
pemrakarsa pada bagian atas di sebelah kanan dan 
lambang daerah mitra pada bagian atas di sebelah kiri . 

(3) Dalam hal daerah yang bekerjasama lebih dari 2 (dua) , 
lambang daerah pemrakarsa dicantumkan pada bagian 
atas di sebelah kanan naskah dan lambang daerah mitra 
pada bagian atas di sebelah kiri disesuaikan dengan 
ruang pada bagian atas naskah PKS. 

Pasal 44 
(1) Naskah kesepakatan bersama KSDPK ditandatangani 

oleh K.cpala Daerah menggunakan lambang daerah dan 
logo Pihak Ketiga. 

(2) Naskah Kontrak atau PKS KSDPK ditandatangani pejabat 
yang diberikan kuasa oleh Kepala Daerah untuk 
menandatangani menggunakan lambang daerah clan logo 
Pihak Ketiga. 

BAB V 

KE:LEMBAGAAN KER�JA SAMA DAERAI-I 

Bagian kesa tu 
Urnum 

Pasal 45  
Untuk melaksanakan KSDD dcm I(SDPK, Kepala Daerah 
dapat •.11ene tapkan: 
a. TKKSD; dan 
b. Sek:retariat Kerja Sama. 
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Ba;sian .Kedua 
Tim Koordinasi Ke1ja Sama Daerah 

Pasal 46 
( 1 )  Kepala Daerah menetapkan TKKSD dengan keputusan 

Kepala Daerah. 
(2 ) TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  bertugas : 

a .  menyiapkan dan mengkoordinasikan Ke1ja Sama 
Daerah. 

b. menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; 
c .  memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK 

dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

d. menyiapkan kerangka acuan/ proposal KSDD, KSDPK 
dan Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah; 

e. menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka 
acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dari 
pemrakarsa; 

f. menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, 
kontrak Kerja Sarna, dokumen KSDD dan KSDPK 
lainnya dan/ a tau Nota Kesepakatan Sinergi dan 
f�encana Kerja; 

g. memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah 
untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS , 
kontrak Ker:ja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK 
serta Nota Kesepakatan Sinergi; 

h . . mengoordinasikan dalam rai1gka persiapan dan 
pelaksanaan kerja sama. serta penyel.esaian 
permasalaha.n, perselisihan, dan/ atau sengketa yang 
timpul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK da,n Si.nergi 
antara Pemerintah Pusat dan Perrierintah Daerah; 

1 .  m.emfasi1itasi proses persetujuan DPRD terhadap 
re!1cana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara 
Pemcrintah Pusat dan Peme:rintah Daerah yang 
membebani masyarakat dan daerah; dan 
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j. menyusun laporan semester dan laporan tahunan 
pelaksanaan KSDD,  KSDPK serta Sinergi antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

(3) Laporan . s�bagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j 
disampaikan kepada Kepala Daerah dan dilaporkan 
secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 47 
(1) TKKSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 

beranggotakan: 
a. I (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat 

oleh Sekretaris Daerah; 
b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio 

dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang 
membidangi Kerja Sama Daerah; 

c. 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat 
oleh Kepala Biro/Bagian yang membidangi Kerja 
Sama Daerah; dan 

d. Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai 
dengan kebutuhan. 

(2) Dalam hal diperlukan tenaga tekhis dan tenaga 
profesional, TKKSD dapat melibatka.n tenaga teknis dan 
tenaga profesional. 

Pasal 48 
( 1) TKKSD dalam melaksanakan tugas dan fungsi 

melakukan rapat pleno dan rapat teknis . 
(2) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

merupakan forum tertinggi TKKSD, yang dilaksanakan 
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 

(3) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dilaksanakan untuk: 
a. menetapkan rencana kebijakan yang berkaitan 

dengan perencanaan dan/ atau pelaksanaan kerja 
sarna daerah; 

b. m.enetapkan program kerja TKKSD; dan 
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c. membe1jkan rekomendasi kepada Kepala Daerah yang 
berkaitan dengan · perencanaan, pelaksanaan, serta 
penyelesman perma&alahan dan/ atau perselisihan 
kerja sama daerah. 

(4) Rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dipimpin oleh Ketua TKKSD. 

(5) Dalam hal Ketua TKKSD sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) berhalangan, rapat pleno dipimpin oleh Wakil 
Ketua TKKSD. 

Pasal 49 
(1) Rapat teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat 

(1) merupakan forum TKKSD yang bersifat rutin untuk 
membahas· rencana kerja sama daeTah , penyusunan dan 
perancangan dokumen kerja �ama daerah, dan 
penyelesaian permasalahan teknis dalam pelaksanaan 
kerja sama daerah. 

(2) Rapat teknis sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dilaksanakan setiap saat sesuai dengan kebutuhan. 

(3) Rapat tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilak�anakan un tuk: 
a. melaks'anakan pembahasan, penyusunan dan 

perancangan dokumen kerja sama daerah, meliputi 
Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak kerja sama, dan 
dokumen Ker:ja Sama D$.erah lainnya; 

b. menyusun program kerja TKKSD ;  
c. memberikan rekomendasi kepada rapat pleno melalui 

Sekretaris TKKSD, mengenai substansi yang akan 
dibahas dalam rapat pleno; dan 

rl b 'k  k d . k. . Ket1.1a 'fK. KSI) .... . mem en · an re omer,. as1 epaaa 
terkcdt naskah Kesepa.katan Bersama, PKS , kontrak 
k:erja sama, dan d okumen Kerja Sama Daerah 
lainn:'./a Jang akan ditandaiangani oleh Kepala Daera.h 
dan/ atwi pejabat lainnya berdasarkan surat kuasa 
sesuai ketentuan peraturan perundang-l1ndangan. 
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(4) Rapat tekni� s�bagain:1ana dimaksud pada ayat (2) dan 
ayat (3) dipimpin oleh Sekretaris TKKSD dan dihadiri oleh 
seluruh anggota. 

(5 )  Dalam hal Sekretaris TKKSD sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) berhalangan, rapat teknis dipimpin oleh 
salah seorang anggota tetap 

Bagian Ketiga 
Sekretariat Kerja Sama 

Pasal 50 
( 1 )  Kepala Daerah dapat membentuk Sekretariat Kerja Sama 

dalam penyelenggaraan KSDD. 
(2) Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1 ) dibentuk untuk melaksanakan Kerja Sama Wajib 
denga:i ketentuan: 
a. dilakukan secara terus-menerus; 
b. memiliki kompleksitas tinggi, terdiri lebih dari 2 (dua) 

daerah dan/ atau objek kerja sama yang 
dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek; dan 

c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) 
tah.un. 

(3 )  Sekretariat Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( : ) ,  bukan Perangkat Daerah dan bertugas 
memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan 
KSDD. 

(4) Pembentukan Sekretariat Kerja Sarna diatur dengan 
Kesepakatan Bersama. yang ditandatangani oleh Kepala 
Daerah yang bekerjasama. 

Pa3al 51 
(1) Sekretariat Kerja Sama aebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 50 ayat (3) bertugas : 
a. mernbantu melakukan pengelolaan, monitoring dan 

'. evaluasi atas pelaksanaan kerja sam�; 



b. memberikan masukan dan saran kepada Kepala 
Daerah masing-masing mengenai langkah-langkah 
yang harus dilakuk;an apabila ada permasalahan; dan 

c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah 
. . rnasmg-masmg. 

(2) Pendanaan pelaksanaan tugas Sekretariat Kerja Sama 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing 
daerah melalui mekanisme hibah. 

BAB VI 
DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN 

PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 52 
(1) Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan 

dukungan program Pemerintah Pu.sat clan Pemerintah 
Daerah, dilaksanakan dalarn bentuk Sin�rgi sesuai 
k.etentuan peraturan perundang---undangan. 

(2) Pelaksanaan Sinergi sebagaimana dirnaksud pada ayat 
(1) dilakukan melalui tahapan: 
a. persiapan; 
b. penawaran Sinergi; 
c. penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja; 

e. penandatanganan Nota Kesepakatan clan Rencana 
Kerja; 

f pelaksanaan; 
g .  penat,:1.usahaan; dan 
h. pelaporan. 

Pasal 53 
(1) Persiapan sebagairnana dimaksu.d dalarn Pasal 52 ayat (2) 

h uruf £:� dilakukan oleh Pera.ngkat Daerah y&ng akan 
melaksarwkan Si:aergi dengan menyiapkan kerangka 
acuan ke1j& yang berkaitan dengan bid ang yang di 
smergikan. 



(2) Objek y;ing cHsinergikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1 )  wajib dicantumkan dalam RKPD sesuai prioritas .  

(3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) , paling sedikit memuat: 
a .  latar belakang; 
b. maksud dan tu.ju.an; 
c. objek Sinergi 
d .  lokasi Sinergi; 
e. ruang lingku p; 
f. pembiayaan; 
g. jangka waktu; dan 
h. manfaat . 

(4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
disampaikan kepada TKKSD untuk dilakukan pengkajian. 

(5) Hasil pengkajian TKKSD sebagai dasar untuk menyusun 
Nota Kesepakatan dan rencana kerja. 

Pasal 54 
(1) PenmN~aran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat 

(2) huru: b dilakukan oleh TKKSD dengan. menyiapkan 
surat penawaran rencana Sinergi yang diprakarsai oleh 
Daerah. 

(2) Surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) 
ditandatangani oleh Kepala Daerah dan disampaikan 
kepada kementerian/lembaga calon mitra Sinergi, 
dilengkapi dengan kerangka acuan kerja. 

(3) Kementerian/ lembaga calon rnitra Sinergi yang menerima 
surat penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2 ) , 
memberikan tanggapan atas penawaran dalam waktu 
paling lama 30  (tiga puluh) hari terhitung sejak surat 
i:.;enawaran diterima. 

(4) i\pabila dalarn waktu 30 (tiga puh.;h) hari sejak surat 
penawa:ran seb2gaimana dirnaksud pada ayat (3) tidak 
ada tm1ggapan �erhadap penu\vara:n Sincrgi y;:J_ng 
disampaikan, .Kepala Daerah pemrakarsa Sinergi 
menyampaikan permintaan tanggapan kedua kepacla 
keme:nterian/ 1embaga cal011- mitra SinergL 
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Pasal 55 
(1) Penyusunan Nota Kesepakatan dan rencana kerja 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c 
dilaksanakan oleh TKKSD. 

(2) Rancangan Nota Kesepakatan dan rencana kerja 
se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan 
pembahasan dengan pihak terkait . 

(3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan 
persetujuan. 

Pasal 56 
(1) Persetuj uan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

52 ayat (2) huruf d diberikan dalam hal rencana Sinergi 
yang 1nembebani masyarakat dan daerah dan/ atau 
pendanaan Sinergi belu.m teranggarkan dalam APBD 
tahun anggaran berjalan. 

(2) Perangkat Daerah yang membidangi kerja sama 

(3) 

menyiapkan Surat permohonan Persetujua1:. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . 

DPRD 

Surat permohonan Persetujuan DPRD 
dimaksud pada ayat (2) dilampiri 
Kesepakatan dan :rencana kerja. 

sebagaimana 
dengan Nota 

(4) Komisi DPRD yang rnembide�ngi Kerja Sama Daerah 

menyampaikan rencana. Sinergi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD untuk memperoleh 
persetujuan dalam 'sidang paripurna. 

(5) Persetujuan DPRD dituangkan dalam surat pimpinan 
DPRD. 

(6) Oalam hal setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) 
hari n'PRD belum menetapkan sikap terhadap 
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {3) , 
permohona[l dianggap telah mempercleh persetujuan 
DPRD 

(7) Hasil persetujuan DPRD sebagarmana dimaksud pada 
ayat ( l j  disampaikan kepada TKKSD. 
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Pas:ril 57 
(1) TKKSD berdasarkan hasil persetujuan DPRD 

sebagaiinana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (7) 
melaksanakan penandatanganan Nota Kesepakatan dan 
rencana kerja . 

(2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani oleh Kepala Daerah dengan para pihak 
yang diberi kuasa oleh kementerian, lembaga atau badan . 

(3) Nata Kesepakatan dan rencana kerja yang telah 
ditandatangani disampaikan kepada Menteri sebagai 
laporan. 

Pasal 58 
Dalain hal terjadi perubahan yang menyebabkan atau 
mengakibatkan mengurangi dan/ a tau menambah/ addendum 

terhadap rencana Sinergi yang membebani 1nasyarakat dan 
APBD, pengurangan dan penambahan pembebanan tersebut 
harus dimintakan persetujuan DPRD. 

Pasal 59 
(1) Penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 

ayat (2), huruf g fasihtasi peny,--1sunan, pembahasan dan 
penandatanganan Nota Kesepaka1:an, dilaksanakan oleh 
TKKSD. 

(2) Sekretc.riat TKKSD meny1mpan 1 (satu) eksemplar 
dokumen asli naskah KSDD . 

Pasal 60 
( 1) TKKSD melaporkan pelaksanaan Sinergi kepada 

Bupati/\Vali Kota setiap 6 (enam) bulan sekali. 
(2) Bupati/Wali Kota melaporkan pelaksanaan Sin.ergi 

sebagaimana dimaksud pa.da ayat {1) kepada Gubernur 
Sebagai ,vakil Pemerir.tah Pusat paling se.dikit 1 (satu.) 
kali 1alam l (satu) tahun . 

(3) Gubernur sebagai v,,a.kil Pemerintah Pusat melaporkan 
pela.ksanaan Sinergi sebagaimana dirnaksud pada ayat 
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(2) kepad.=+ Menteri paling sedikit l (satu) kali dalam 1 
(satu) tahun. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi 
bahan evaluasi Sinergi. 

BAB VII 
KETENTUAN LAIN 

Pasal 6 1  
Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku juga bagi 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Daerah Khusus 
Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama 
Daerah, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.. 

BAB VIII 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 62 
Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten/kota yang telah 
menyusun KSDD dalam tahapan sebagairnana dimaksud 
dalam Pasal 6 huruf d dan KSDPK dalam tab.apan 
sebagaimana dimaksud daJan�. Pasal 28 huruf d dan/ a.tau 
Sinergi dalam tahapan sebagaimana dhnaksud dalam Pasal 
52 ayat (2) harus menyesuaikan ketentuan Perp._turan Menteri 
ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan 
Menteri ini diundangkan . 

BAB IX 
KE.T:fDNTUAN PENUTUP 

Pasal 63 
Pada saat Peratu.car.. Menteri ini mulai berlaku: 
a .  Peraturan ]\r[enteri Dalam Negeri Nornor 69 Tahun 2007 

tentang K.er:ja Sama Pembangunan Perkotaan; 
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b.  Peraturan . .  Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 
tentang Pt::doman Peningkatan Kapasitas Kerjasama 
Daerah; 

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah; 

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja 
Sama Antardaerah; dan 

e .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah, sepanjang menyangkut pengaturan tentang Surat 
Perjanjian dan Nota Kesepakatan, 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 64 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggaJ 
diundangkan . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 
dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 4  April 2020 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 8  Maret 2020 

MENTER! DALAM NEGERI 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 
WIDODO EK.t\TJAHJANA 
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LAMPIRAN 

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 22 TAHUN 2020 

TENTANG 

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN DAN 

KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA. 

FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA, STRUKTUR PERJANJIAN KERJA SAMA, DAN 

NOTA KESEPAKATAN SINERGI 

A. FORMAT KESEPAKATAN BERSAMA 
1. Kesepakatan Bersama KSDD 

KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH ........ . 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH ............. . 
TENTANG 

NOMOR: .............. . 
Pada hari rm, ........... , tanggal .................. bu.Ian ................ Tahun 
............................... ( .. -.. -.... ), kami yang bertandatangan di bawah ini : 
I. ...... ......................... . ... , berkedudukan di .......... , Jalan ................. , dalam 

.... (nama tan pa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Daerah ....... ,selanjutnya disebut PIHAK KESATU . 

II. ............................ . .... , berkedudukan di ...... , Jalan .................. dalam 
.... (nama tan pa gelar) hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 

Daerah ............ ,selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 
PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut 
PIHAK. 
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1 . ................................................................................................................ dst 
2 . ................................................................................................................... dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan 
Kesepakatan Bersama ......... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: 

Pasal l 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal .... 
dan seterusnya 

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di ......... pada 
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... ( .......... ) bermaterai cukup, masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA, 
Tandatangan dan Stempel 

(nama tanpa gelar) 

PIHAK KESATU 
Tandatangan dan Stempel 

(nama tanpa gelar) 



- 41 -

2. Kesepakatan Bersama KSDPK 

0 Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah 

KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH ...................................... . 
DAN 

TENTANG 

NOMOR: ...... '" ...... . 

Pada hali ini, ........... , tanggal . .. . . . .. . . . .. .. . .. bulan ......... ,. . . . . . tahun 
.............. ., ............ ( .. -.. -.... ), kami yang bertan.datangan di bawah ini: 
I .. '".... .. . .. . .. . ... . . .. . . . . .. . . " ........... berkedudt1kan di .......... , jalan . ., ................ , 
...... (nama tanpa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama 

Pemerintah Daerah ... "" .... , sela:njutnya disebut 
PIHAK KESA TU. 

II . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. ...... '" berkedudukan di ................. "', berdasarkan 
'" .... (nama tan pa gelar) Anggaran Dasar PT ..... "" .... yang dibuat di hadapan 

Notaris . ., .. ,, yang telah disahkan oleh MenterL .... , 
berdasarkan Keputusan Nomor.. ... , dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama PT ......... '", 
selanjutnya disebut PIH.AK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam 
Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut 
PIHAK. 
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1 ............................................................................ , ...................................... dst 
2 .................. , ................................................................... , ............................ dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, 
PARA PIHAK setuju dar:. sepakat lJ.ntuk melalrnanakan Kesepal<:at;:-u1 Bersarna 
........... , ....... , dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut : 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal ... 
dan seterusnya 

Demikian Kesepal<at&n Bersama ini dibuat dan ditandatangani di .............. . 
pada hari dan tanggal tersebut di at.as dalam rangkap ,, ( .......... ) bermaterai cukup, 
masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA, 
Tandatangan dan Stempel 

(nama tanpa gelar) 

PIHAK KESATU 
Tandatangan dan Stempel 

(nama tanpa gelar) 
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PKS 
ANTARA 

Lambang Daerah 

PEMERINTAH DAERAH ......... . 
DAN 

PEMERINTAH DAERAH ............. . 
TENTANG 

NOMOR : ............. .. 

Pada hari m1, " ......... , tanggal ........ ,, ..... ,. . bulan ., ......... "... tahun 
............................ ( .. -- .. - .... ), kami yang bertandatangan di bawah ini: 
I. .. ., .................. "'........... .. .. , berkedudukan di. ...... , Jalan ..... , 
........ (nama tanpa gelar) berdasarkan surat kuasa khusus 

Gubernur /Bupati/\JValiKota* ......................... , 
Nomor............ tanggal ........ , dslam hal m1 
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah 
Daerah .............. '" .. , selanjutnya disebut 
PIHAK KESATU. 

IL . . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .... , berkedudukan di ...... jalan ... , berdasakan 
........ (nama tanpa gelar) Surat Kuasa Khusus Gubernur ....... Nomor. .... 

Tanggal ..... dalam hal 1m bertindak untuk 
dan atas nama Pemerintah Daerah ....... 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PI.BAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam PKS 
ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK 
PAP,A PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1 ... , .................................................................................................... dst 
2 ....................................................................................... , ................. dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan 
PKS .... , dengan ketent1.mn dan syarat-syarat sebagai berikut: 

PasaJ 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal .. 
dan seterusnya 

Demikian PKS ini dibuat dan ditandatangani di . , .. .. . . .. .. .. . pada hari clan 
tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... ( .......... ) bermaterai cukup, masmg-
masing rn_empunyai kekuatan hukurn yang sama. 

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU 
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar) 
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2. KONTRAK/PKS KSDPK 

Logo Pihak Ketiga Lambang Daerah 

KONTRAK/PERJANJIAN KERJA SAMA 
ANTARA 

PEMERINTAH DAERAH ........ . 
DAN 

PT .......................... .. 
TENTANG 

............................................................................ 
NOMOR: .............. . 

Pada hari ini, ........... , tanggal .. .. .. .. .. .. .. .. .. bulan .. .. .. .. .. .. .. . . tahun 
............................. ( .. - .. - .... ), kami yang bertandatangan di bawah ini : 
I. .......... ..... ... .... .. .... .. .. .... ...... .. .... , berkedudukan di ..... Jalan ........ , 
....... (nama tanpa gelar) berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

Gubernur /Bupati/WaliKota* .............. . 
Nomor............... Tanggal ............ , 
dalam hal ini bertindak untuk dan 
atas nama Pemerintah 
...................... , selanjutnya 
PIHAK KESA TU. 

Daerah 
disebut 

II. . .. . .. .. . .. . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. . ........................... , berkedudukan di 
....... (nama tanpa gelar) ............. ,Jalan .... berdasarkan 

Anggaran Dasar PT . . . . . . . . . . . yang 
dibuat di hadapan Notaris ............. , 
yang telah disahkan oleh Menteri 
.......... berdasarkan Keputusan Nomor 
............ , dalam hal m1 bertindak 
untuk dan atas nama PT ............. , 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 
dalam Kontrak/PKS* ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri 
disebut PIHAK. 
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1 ................................................................................................... dst 
2 ................................................................................................... dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanakan Kontrak/PKS* ............ , dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal .. 
dan seterusnya 

Demikian Kontrak/PKS* ini dibuat dan ditandatangani di ...... pada 
hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... ( .......... ) bermaterai 
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU 
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar) (nama tanpa gelar) 
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C. Contoh Format Nota Kesepakatan Sinergi 

NOTA KESEPAKATAN 
ANTARA 

KEMENTERIAN/LEMBAGA PEMERINTAH 
NON KEMENTERIAN/INSTANSI VERTIKAL ......... . 

DAN 
PEMERINTAH DAERAH ............. . 

TENTANG 

NOMOR: .............. . 
Pada hari ini, ........... , tanggal .................. bulan ................ tahun 
............................. ( .. -.. -.... ), kami yang bertandatangan di bawah ini: 
1........................................... : ....... ,berkedudukan di. ... , jalan ...... , 
....... (nama tan pa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Kementerian ................. , 
selanjutnya disebut PIHAK KESATU. 

II. ........................................ . : ....... ,berkedudukan di.. ..... , Jalan .... , 
....... (nama tan pa gelar) dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Pemerintah Daerah .......... , 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. 

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama 
dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri
sendiri disebut PIHAK. 
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: 
1 .................................................................................................. dst 
2 . ...................................................................... .. .......................... dst 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan 
kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk 
melaksanakan Nota Kesepakatan ............ ,dengan ketentuan dan syarat-
syarat sebagai berikut: 

Pasal 1 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal .. 
dan seterusnya 

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di . . . . . . . . . . . . . . . pada hari 
dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap ... ( .......... ) bermaterai 
cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

PIHAK KEDUA, PIHAK K.ESATU, 
Cap dan Tandatangan Cap dan Tandatangan 

(nama tanpa gelar) 

ad SH MAP 
"""'""'..,_,. .... ,a Muda (IV /c) 

18 199603 1001 

(nama tanpa gelar) 

MENTER! DALAM NEGERI, 

ttd 

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN 




